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PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DINAS PENDIDIKAN

Jin Pendopo No. 19 Telp/Fax_ (0261) 206377 Sumedang 45321
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : 421.10/Kep. 1230 /Disdik/2019
TENTANG

PEMBERIAN UIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Menimbang

Mengingat

a.

&

bahwa kesempatan menyelenggarakan Pendidikan Non Formal
diberikan kepada masyarakat seluas-luasnya sebagai wujud
partisipasi di  bidang pendidikan,

bahwz untuk mendorong minat masyvarakat berpartisipasi -
dala penyelenggaraan  kursus Pendidikan Non TFormal yang
diselenggarakan masyarakat tersebut yang perkembangannya
tetsp memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan dunia
usaha/industri maka perlu diberikan pelayanan yang bersifat
pembinaan dan pengembangan melalui pendafiaran perizinan
penyelenggaraan kursus Pendidikan Non Formal,

behwa schubungan dengan huruf a dan b di atas maka untuk
membina kegiatan di bidang pendidikan non formal di wilayah
Kabupaten Sumedang. dipandang perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan  Kabupaten Sumcdang tentang
pemberian  1zin Penyelenggaman Pendidikan Non Formal,

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang  Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun
2003 Nomor 78, Tambshan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 temtang Aparatur Sipil
Negara(Lembaran  Negarz Republik  Indonesia  Tahun 2013
Nomor 6, Tambghan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5494),

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daersh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589);

Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
Peraturan Pemerintzh Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005
tenangStandar  Nasional Pendidikan (Lembaran Negarn Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambshan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengen Persturan  Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2015 (entang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerinteh Nomor 19 Tabun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik



b

Memperhatiken

10.

Peraturan Pemenniah Rzpublik Indonesia Nomor 19 tzhun 2007
Dasxr dan .

Peraturan Pemenimiah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2008
tentang Wajib Belajar;

Permturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010
tentang  Pengelolaan  dan  Penyclenggaraan  Pendidikan
(Lembaran Negara Tshun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negarallomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintsh Nomor 17 Tahun 2010
tentang  Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan  Pendidikan
(Lembaran Negara Tehun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5157):

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pclayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tamhahan [embaran Negam Republik
Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah;

Keputusan  Presiden Nomor 25 tshun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan  Kewenangan Daerah  sebaga
Daecrah Otonom,

Peraturan Menteni Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun
2007 tentang Potunjuk Tcknis Penataan Orgamsasi  Perangkat

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U72002
tentang Pedoman Pendiriun Sekolah,

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudaysan Nomor 69
Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan  Struktur
Kurikulum SMP/MTs diubah dengan  Peraturan  Menteri
Pendidikan dan Kebudaysan Nomor 58 Tahun 2014 tentang
Kurikulum 2013 SMP/MTs;

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Pendidikan Daerah Kabupaten Sumedang;

Peraturan Dacrah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan  Orgamisass  Dan Susunan  Perangkat
Dacrah Kabupaten Sumedang,

Peraturan Dacrah Nomor § Tahun 2017 tentang Uraian Tugas
Jabmian Struktural Pada Dinas  Pendidikan  Kabupaten
S .
Peraturan Bupati Sumedang Nomor | Tahun 2017 Tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Pada Perangkat Daerah

Surat Permohonan Izin Operasional PKBM dari Yayasan
Hanjuang Tandang Nomor : 009/K/YHT/17/2019 Tanggal 02
Desember 2019,

Akta Notaris Pipip Tapipah Surtini, SH Nomor 6 Tentang
Pendirian Yayasan Hanjuang Tandang

SK Kemenhumham Nomor : AHU-0001371.AH.01.12 Tahun
2017 Tanggal 20 Januari 2017 tentang Pengesahan Yayasan
Hanjuang Tandang



PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Tembusan :

MEMUTUSKAN
Keputusan Kepela Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang
Pemberian ljin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Yang
Disclenggarakan Masyarakat.
Memberi ljin Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal Kepada Lembaga
PKBM yang disclenggarakan masyarkat:

Nama : PKBM THOLABUL ‘ILMI

Jenis Pendidikan 1 Pendidikan Kesetarnan, Pendidikan Keaksaraan,
‘Taman Bacaan Masyarakat, PKK dan PKW

Alamat . JL Pangeran Kornel No, 100 Lingk Samoja Kee.
Sumedang Selatun - Sumedang

Pimpinan ¢ DADAN HERDIANA. 8.Pd

. lzin Penyelenggarann tersebut pada dikmum pertama berlaku terhitung

mulai tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022,

|. Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan Non formal yang
disclenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingea
dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat:

2. Wajib mentaati peraturan penindangan yang berlaku atou yang akan
di tentukan kemudian,

3. memumkmhpmanbukﬂnmkammnmmnmdcl

g ditentukan;
4, Wn.p‘b mengajukan izin baru selambat-lambatnva 30 (uga puluh)
hani sebelum izin ini berakhir.

Ditetapkan di Sumedang
. ©F Desamber 2019
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Yth. Bapak Bupati Sumedang,
Yth. Direktur Pendidikun Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal di Jakarns,

Yth. Asisten

BB
2.
3. Yth Kepala Dinas Pedidikan Provins: Jawa Bamt:
4. Yth Sehme:hKﬂupmmﬁmneMg:

5. Asisten Pembangunan:



